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Abstrak: Analisis Anggaran Responsif Gender sebagai Percepatan  
Pencapaian Target MDGs. Penelitian ini bertujuan untuk menganali-
sis kesiapan SKPD Aceh dalam penerapan anggaran responsif gender 
(PPRG). Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendeka-
tan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Komitmen terh-
adap peraturan  masih sangat lemah dan menandakan bahwa belum 
adanya kesadaran akan pentingya PPRG, (2) Kelembagaan masih hanya 
sekedar membentuk kelompok kerja saja tetapi untuk rencana dan lapo-
rannya sangat minim sekali, (3) Masih sangat kurang ketersediaan sum-
berdaya manusia yang sudah mengikuti capacity building PPRG dan 
Training of Trainer (TOT), (4) Profil gender dan data terpilah masih sangat 
kurang, (5) Partisipasi masyarakat  untuk masih kurang diikutsertakan 
dalam proses PPRG.

Abstract: Analysis of Gender Responsive Budgeting as Accelerate 
Achievement of the MDGs targets. The purpose of this study is to aimed 
the readiness of Aceh SKPD in the implementation of gender responsive 
budgeting (PPRG). This is a descriptive study using a qualitative approach. 
The results of tis study are: (1) Commitment to the regulations are very 
weak and it shows that the lack of awareness of the importance of PPRG, 
(2) However, institutional just forms a working group alone but for the 
plan and the report is very weak, (3) There is very less availability human 
resource capacity building have followed PPRG and Training of Trainers 
(TOT), (4) Profile of gender and sex-disaggregated data is lacking, (5) com-
munity participation is still lacking for PPRG included in the process.

Kata kunci: Anggaran responsif gender, SKPD, MDGs.

Tujuan pembangunan di Indonesia 
adalah untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, sejalan dengan cita-cita yang 
tercantum dalam konstitusi Undang-Un-
dang Dasar 1945. Percepatan pelaksanaan 
pembangunan nasional harus dilaksanakan 
oleh para Menteri, Gubernur, Bupati/wa-
likota, Kapolri, Panglima TNI, pimpinan lem-
baga, Jaksa Agung, kepala Unit Kerja Pres-
iden bidang Pengawasan dan Pengendalian 
Pembangunan (UKP4), kepala Badan Koor-
dinasi Penanaman Modal. Masing-masing 
dari aparatur pemerintah tersebut harus 
mengambil langkah yang diperlukan sesuai 
tugas, fungsi dan kewenangannya dalam 
rangka pelaksanaan pembangunan yang 
berkeadilan (Instruksi Presiden Nomor 3 Ta-

hun 2010 Tentang Program Pembangunan 
yang Berkeadilan). Pelaksanaan program-
program pembangunan yang berkeadilan 
sebagaimana termuat dalam Inpres Nomor 
3 tahun 2010 meliputi pro rakyat, keadilan 
untuk semua, dan pencapaian tujuan pem-
bangunan milenium.

Pengarusutamaan MDGs dilaksanakan 
secara menyeluruh pada semua level pemer-
intahan, baik pusat maupun daerah. Hal ini 
berarti bahwa pembangunan daerah harus 
terintegrasi antara perencanaan, pengangga-
ran, dan pelaksanaan pembangunan di dae-
rah, yang diarahkan untuk dapat menjawab 
permasalahan kesejahteraan masyarakat 
serta mengakomodasi nilai-nilai lokal dan 
karakteristik masing-masing daerah. Den-
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gan mengacu pada Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJM), target 
dan indikator  MDGs diadaptasi dalam ren-
cana pembangunan daerah yaitu Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD). Upaya pencapaian MDGs diter-
jemahkan melalui penetapan program, 
kegiatan, indikator dan target termasuk 
pembiayaannya. Di tingkat provinsi pen-
terjemahan upaya pencapaian MDGs yang 
lebih operasional juga perlu dilakukan di 
tingkat kabupaten (Atmawikkarta 2010). 
Secara grafis, hubungan antara MDGs den-
gan konsep pembangunan, yang mencakup 
program, indikator, target serta dukungan 
biaya, dapat dilihat pada Gambar 1

Dukungan pembiayaan untuk pem-
bangunan yang berkaitan dengan upaya 
pencapaian target-target MDGs, termasuk di 
dalamnya pengarusutamaan gender, ditun-
jukkan sejak penganggaran, yakni proses 
penyusunan rencana dan anggaran diser-
tai dengan target yang ingin dicapai dalam 
satua periode tertentu, biasanya satu tahun 
kalender. Anggaran Responsif Gender salah 
satu anggaran yang diatur dalam Peraturan 
Menteri Keuangan (PMK) Nomor 119/
PMK02/2009 tentang Petunjuk dan Penela-
haan Rencana Kerja dan Anggaran Kemen-
terian Negara/Lembagadan Penyusunan, 
Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan 
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 

2010. Dalam PMK tersebut mengatur hal-
hal baru dalam penganggaran Tahun 2010 
adalah salah satunya Penerapan Anggaran 
Responsif Gender. 

Pada tahun 2010 dengan mengacu ke-
pada PMK 119/2009, 7 (tujuh)  Kementerian 
telah menjadi pilot pelaksanaan PPRG di 
tingkat nasional, yaitu Kementerian Keuan-
gan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak, Kementerian Per-
encanaan Pembangunan Nasional, Kemen-
terian Pendidikan, Kementerian Pertanian, 
Kementerian Kesehatan, dan Kementerian 
Pekerjaan Umum. Pada tahun 2010, pelak-
sanaan PPRG diperluas lagi kepada bidang 
pembangunan hukum, ekonomi dan budaya 
dengan landasan PMK 104/PMK 02/2010. 
Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
104/PMK 02/2010 tentang Petunjuk Penyu-
sunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan 
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 
Tahun Anggaran 2011, pada Bab II disebut-
kan bahwa pengarusutamaan gender dalam 
konteks pembangunan nasional mengacu 
pada Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 
tentang Pengarusutamaan Gender dalam 
Pembangunan Nasional. Penerapan ARG 
bertujuan untuk mengurangi kesenjangan 
partisipasi dalam pengambilan keputusan 
dan pemanfaatan hasil pembangunan di 
antara perempuan dan laki-laki. Penduduk 
perempuan dan laki-laki merupakan modal 

Gambar 1. Keterkaitan MDGs dengan Pembangunan
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dasar pembangunan. Bila penduduk perem-
puan dan laki-laki mempunyai kualitas yang 
baik dan diharapkan dapat memberikan 
kontribusi nilai yang lebih baik pula untuk 
mendapatkan kesejahteraan penduduk ke-
seluruhan. Pentingnya analisis ARG juga di 
tandai dengan landasan hukum  yang  men-
dasari  terlaksananya hal tersebut (KPP dan 
PA, 2010).

Fenomena yang terjadi sekarang bahwa 
bagaimana kesiapan instansi pemerintah 
dalam menjalankan perencanaan pengang-
garan yang responsive gender. Tujuan khu-
sus yang ingin dicapai dalam penelitian ini 
menganalisis kesiapan sumberdaya manu-
sia dalam melaksanakan ARG pada setiap 
program yang ada di 7 (tujuh)  SKPD di 
pemerintah Aceh (Dinas Pendidikan, Dinas 
Kesehatan, Dinas Pertanian, Bapeda, Dinas 
Pekerjaan Umum, DPKKD, Dinas Pember-
dayaan Perempuan), dan dapat memberikan 
manfaat bagi Pemerintah Aceh agar dalam 
menyusun anggaran harus memperhatikan 
anggaran responsif gender sesuai dengan 
peraturan PMK 104/PMK02/2010.

METODE 
Sesuai dengan tingkat eksplanasi 

fenomena yang akan diteliti maka penelitian 
ini menggunakan jenis penelitian deskripsi. 
Penelitian deskripsi bermaksud untuk mem-
berikan uraian mengenai suatu gejala sos-
ial yang diteliti.  Peneliti mendeskripsikan 
suatu gejala berdasarkan pada indikator-
indikator yang dijadikan dasar dari ada ti-
daknya suatu gejala yang diteliti  (Slamet 
2006). Tujuan dilakukan penelitian secara 
deskriptif untuk mengetahui dan menjelas-
kan karakteristik variabel yang diteliti dalan 
suatu situasi (Sekaran 2006).

Ditinjau dari tingkat intervensi peneliti 
maka peneliti meliliki intervensi moderat 
atau sedang terhadap variabel yang diteliti. 
Dimana peneliti berusaha menemukan dan 
memperlihatkan hubungn sebab akibat dari 
objek penelitian. Unit analisis penelitian ini 
adalah SKPD di Pemerintah Aceh  sesuai  
PMK No 104/PMK02/2010  (Dinas Pendi-
dikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, 
Bapeda, Dinas Pekerjaan Umum, DPKKD, 
Dinas Pemberdayaan Perempuan).

Data dalam penelitian ini dianalisis 
dengan menggunakan analisis isi. Anali-
sis isi menurut Suyanto (2005:126) adalah 
metode untuk mempelajari dan menganali-
sis secara sistematik, objektif dan kuantitatif 
terhadap pesan yang tampak.  Penelitian ini 

menggunakan kuesioner yang dikembang-
kan oleh kementrian Bapenas, dalam negeri, 
keuangan dan pemberdayaan perempuan 
perlindungan anak dalam petunjuk pelaksa-
naan perencanaan dan penganggaran yang 
responsive gender untuk pemerintah daerah.

Indikator PPRG yang ditanyakan dalam 
kuesioner yaitu tentang tentang, Komitmen/
kebijakan, Kelembagaan, Sumberdaya ma-
nusia dan anggaran, Profil Gender dan Data 
Terpilah, dan Partisipasi Masyarakat. Setiap 
indikator tersebut terdiri dari beberapa per-
tanyaan yang mendukung masing-masing 
indikator.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep anggaran responsif gender. 

Konsep gender tidak merujuk kepada jenis 
kelamin tertentu (laki-laki atau perempuan). 
Berbeda dengan jenis kelamin, gender meru-
pakan konsep yang dipergunakan untuk 
menggambarkan peran dan relasi sosial laki-
laki dan perempuan. Gender merumuskan 
peran apa yang seharusnya melekat pada 
laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. 
Konsep inilah yang kemudian membentuk 
identitas gender atas laki-laki dan perem-
puan yang diperkenalkan, dipertahankan, 
dan disosialisasikan melalui perangkat-per-
angkat sosial dan norma hukum yang tertu-
lis maupun tidak tertulis dalam masyarakat 
(Herawati 2013).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
Tentang Keuangan menyatakan bahwa ada 
tiga pendekatan penganggaran yang digu-
nakan dalam menyusun anggaran yaitu: 
anggaran terpadu (unified budget), kerangka 
pengeluaran jangka menengah/KPJM (Medi-
um-Term Expenditure Framework/MTEF) dan 
penganggaran berbasis kinerja (Perfomance-
Based Budgeting). Selain itu UU No. 17 tahun 
2003 juga mengatur tentang klasifikasi ang-
garan, yang meliputi klasifikasi berdasarkan 
fungsi, organisasi, dan ekonomi atau jenis 
belanja. 
 Selanjutnya penyusunan anggaran tersebut 
dituangkan dalam dokumen perencanaan 
penganggaran yang lebih dikenal sebagai 
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 
Negara/Lembaga (RKA-KL) serta dokumen 
pelaksanaan anggaran yang lebih dikenal 
sebagai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 
(DIPA). Untuk pemerintah daerah disebut 
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (RKA SKPD).

Eko (2006) menyatakan bahwa angga-
ran pemerintah memang memegang peranan 
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penting dan dapat membuka kesempatan 
yang lebih besar bagi patisipasi masyara-
kat dan mempersempit ketimpangan karena 
fungsi anggaran salah satunya adalah untuk 
mengatasi kesenjangan. Hasil penelitiannya 
di kota Surabaya, kabupaten Lamongan, 
dan Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa 
program peningkatan kualitas hidup perem-
puan dalam rangka kesetaraan gender be-
lum mendapat alokasi anggaran APBD yang 
baik dari pemerintah setempat. Program 
pembangunan masih memprioritaskan pada 
pembangunan fisik semata ketimbang pem-
bangunan sumberdaya manusia yang se-
tara atau berkeadilan gender. Di kota Sura-
baya alokasi anggaran untuk kesejahteraan 
perempuan secara khusus belum menunju-
kan adanya komitmen yang penuh.

Bila dikaitkan dengan hasil penelitian 
tersebut ada hal-hal baru dalam pengangga-
ran 2010 yang meliputi penganggaran keg-
iatan melalui penerapan anggaran responsif 
gender. Sehubungan dengan adanya beber-
apa perubahan tersebut, maka perlu mema-
hami Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan 
RKA-KL yang akan menjadi pedoman dalam 
melaksanakan penganggaran Kementerian 
Negara/Lembaga Tahun 2010 (PMK Nomor 
119/PMK02/2009).

Pembangunan yang dilaksanakan baik 
nasional maupun daerah masih terdapat 
kesenjangan partisipasi antara laki-laki dan 
perempuan. Penelitian yang dilakukan Maya 
dan Susana (2006) menunjukan selama ini 
proses perencanaan partisipatif (Musren-
bangdes, Musrenbagke, Musrenbangkab dan 
Musrenbangkot) memiliki tiga masalah uta-
ma. Pertama rendahnya persentase tingkat 
akomodasi usulan masyarakat dalam Mus-
renbang di APBD  di kota Tangerang dari 
13 kecamatan 1.197 usulan dan yang dia-
komodasi dalam APBD hanya 147 Usulan 
atau 12,28%. Kedua,  peserta dalam Mus-
renbang tidak representatif. Ketiga, renda-
hnya partisipasi perempuan dalam proses 
musrenbang. Program responsif gender 
harus melalui proses pemetaan kebutuhan 
masyarakat dikelompok perempuan miskin 
disatu kelurahan. Berdasarkan fokus grup 
diskusi dapat digali pemetaan masalah dan 
diajukan untuk diakomodasi dalam APBD.

Dari hasil penelitian tersebut menun-
jukkan perlunya perbaikan yaitu dengan 
pengarustamaan gender (gender main-
streaming) yakni upaya untuk memperhati-
kan gender dalam berbagai sektor kehidu-
pan yang mempunyai pengaruh terhadap 

penurunan kesenjangan partisipasi perem-
puan dan laki-laki. Agar pengarustamaan 
gender bisa berjalan efektif dan efisien, di-
perlukan komitmen pemerintah, dan ma-
syarakat untuk menerapkan anggaran yang 
responsif gender. Oleh karena itu, strategi 
mewujudkan anggaran responsif gender 
perlu dilandasi dengan pengintegrasian isu 
gender dalam penyusunan Rencana Pem-
bangunan Jangka Panjang Nasional/Daerah 
(RPJPN/D), Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional/Daerah (RPJMN/D), 
Renstra KL dan Daerah, dan Rencana Kerja 
Tahunan melalui penyusunan RKA-KL dan 
SKPD yang responsif gender.  Hal tersebut 
telah disepakati secara dunia untuk penca-
paian kesetaraan gender yaitu  Millennium 
Development Goals (2000) dan penetapan 
Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Penga-
rusutamaan Gender dalam Pembangunan 
Nasional.

PMK Nomor 119/PMK 02/2009 me-
nyatakan bahwa kegiatan berkenaan dengan 
anggaran responsif gender pada tujuh K/L 
tersebut terbagi dalam 2 (dua) kelompok 
berdasarkan fokus kegiatan yang dianalisis 
dengan menggunakan Gender Budget State-
ment (GBS). Kelompok 1 terdiri dari Departe-
men Pendidikan Nasional, Departemen Pe-
kerjaan Umum, Departemen Kesehatan, dan 
Departemen Pertanian dengan fokus pada 
kegiatan pelayanan (service delivery) yang 
dilaksanakan unit teknisnya, contohnya ke-
giatan yang dilaksanakan oleh Ditjen Pen-
didikan Non-Formal dan Informal pada De-
partemen Pendidikan Nasional. Sedangkan 
kelompok 2 terdiri dari Departemen Keuan-
gan, Kementerian Perencanaan Pembangu-
nan Nasional/Bappenas, dan Kementerian 
Negara Pemberdayaan Perempuan dengan 
fokus pada kegiatan capacity building dan 
advokasi gender. 

Disamping fokus pada kegiatan-keg-
iatan berdasarkan kriteria tersebut di atas, 
anggaran responsif gender juga memfokus-
kan pada program-program prioritas nasi-
onal dan program-program fungsional yang 
mendapat alokasi dana terbesar yang ada 
pada K/L pilot project.

Prinsip Anggaran Responsif Gender.
Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (2010:9) menyatakan 
bahwa prinsip –prinsip anggaran responsif 
gender adalah: (1) Anggaran responsif gender 
pada penganggaran diletakan pada output 
kegiatan. Relevansinya adalah komponen in-
put, dan output kegiatan yang akan dihasil-
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kan harus jelas dan terukur. (2) Kriteria keg-
iatan dan output yang menjadi fokus angga-
ran responsif gender. (3) Anggaran responsif 
gender yang diterapkan untuk menghasilkan 
output kegiatan, yaitu: (a) Penugasan pri-
oritas  pembangunan nasional dan daerah, 
(b) Pelayanan kepada masyarakat (service 
delivery), dan/atau, (c) Pelembagaan Penga-
rusutamaan Gender (PUG) yang di dalamnya 
termasuk capacity building, advokasi gen-
der, kajian sosialisasi, desiminasi, dan/atau 
pengumpulan data terpilah. (4) Anggaran 
responsif gender merupakan penyusunan 
anggaran guna menjawab secara adil kebu-
tuhan setiap wanggaran responsif gendera 
negara,baik laki-laki maupun perempuan 
sebagai upaya mewujudkan keadilan dan 
kesetaraan gender. (5) Anggaran responsif 
gender bukan fokus pada penyediaan ang-
garan dengan jumlah tertentu untuk PUG, 
tetapi lebih luaslagi, bagaimana anggaran 
keseluruhan dapat memberikan manfaat 
yang adil untuk laki-laki danperempuan. 
Berdasarkan prinsip-prinsip anggaran re-
sponsif gender tersebut terlihat jelas bahwa 
anggaran responsif gender sangat mempen-
garuhi kegiatan dalam melaksanakan pem-
bangunan di daerah dan nasional.

Kategori Anggaran responsif Gen-
der. Kementrian Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak (2010) menetapkan 
bahwa anggaran responsif gender terdiri dari 
3 (tiga) kategori seuai dengan yang dikem-
bangkan oleh Budlender. Anggaran responsif 
gender dibagi atas 3 kategori, yaitu anggaran 
khusus responsif gender, anggaran keseta-
raan gender, dan anggaran pelembagaan ke-
setaraan gender.

Pertama, anggaran khusus responsif 
gender, adalah alokasi anggaran yang dipe-
runtukan guna memenuhi kebutuhan dasar 
khusus perempuan atau kebutuhan dasar 
khusus laki-laki berdasarkan hasil analisis 
gender. Dengan indikator sebagai berikut: (a) 
Alokasi anggaran untuk kebutuhan perem-
puan, (b) Alokasi anggaran untuk kebutu-
han laki-laki. (c) Alokasi anggaran untuk ke-
butuhan anak laki-laki maupun perempuan, 
(d) Alokasi anggaran untuk kebutuhan bayi 
dan balita, (e) Alokasi anggaran untuk kebu-
tuhan lansia.

Kedua, Anggaran kesetaraan gender, 
adalah alokasi anggaran untuk mengatasi 
masalah kesenjangangender. Berdasarkan 
analisis gender dapat diketahui adanya ke-
senjangan dalam relasi antara laki-lakidan 
perempuan dalam akses terhadap sumber 

daya, partisipasi, dan kontrol dalam pengam-
bilankeputusan, serta manfaat dari semua 
bidang pembangunan. Dengan indikator se-
bagai berikut: (a) Alokasi anggaran yang me-
ringankan beban ganda perempuan, (b) Alo-
kasi anggaran dalam mengurangi diskrimi-
nasi baik  laki-laki maupun perempuan, (c) 
Alokasi anggaran dalam rangka mengurangi 
deprivasi baik laki-laki maupun perempuan, 
(d) Alokasi anggaran dalam rangka mengu-
rangi manggaran responsif genderinalisasi 
baik laki-laki maupun perempuan.

Ketiga, Anggaran pelembagaan keseta-
raan gender, adalah alokasi anggaran untuk 
penguatankelembagaan PUG, baik dalam 
hal pendataan maupun capacity building. 
Dengan indikator sebagai berikut: (a) Alokasi 
anggaran program yang mendukung dampak 
kesetaraan dan keadilan gender, (b) Alokasi 
anggaran program yang dianalisis berdasar-
kan kebutuhan laki-laki dan perempuan.

Kebutuhan akan anggaran responsif 
gender. Untuk mewujudkan Anggaran Re-
sponsif Gender diperlukan Perencanaan dan 
Penganggaran Responsif Gender (PPRG). 
Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (2010) memberikan ala-
san yang mendasari perlu disusunnya PPRG.

Alasan pertama, untuk mendorong 
percepatan pencapaian tanggaran respon-
sif genderet RPJMN Tahun 2010-2014. 
Sampaidengan Tahun 2009, semua indi-
kator di bidang pendidikan, kesehatan, 
pertanian,dan infrastruktur belum tercapai 
baik di tingkat nasional maupun wilayah. 
Denganperencanaan dan penganggaran 
yang responsif gender maka pelaksanaan 
program/kegiatan akan menjadi lebih efektif 
dan efi sien karena telah didahului dengan 
analisissituasi/analisis gender.

Alasan kedua, penerapan perencanaan 
dan penganggaran responsif gender menun-
jukkan komitmenpemerintah terhadap 
kondisi dan situasi kesenjangan perempuan 
dan laki-lakiyang masih terjadi, sekaligus 
juga melaksanakan konvensi internasional 
yang telah diratifikasi antara lain Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Peng-
hapusanSegala Bentuk Diskriminasi ter-
hadap Perempuan (CEDAW), dan Kesepaka-
tanInternasional (Beijing Platform for Action/
BPFA).

Alasan ketiga, pendekatan pengaru-
sutamaan gender melalui Gender Budget 
Statement (GBS)atau Pernyataan Anggaran 
Responsif Gender yang didahului dengan 
analisis situasi/analisis gender akan mem-
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berikan manfaat bagi pemenuhan kebutu-
han laki-lakidan perempuan secara adil dan 
setara. Dengan melakukan analisis gender, 
makaperencanaan dan penganggaran akan: 
(a) Lebih efektif dan efisien. Pada analisis 
situasi/analisis gender dilakukan pemetaan 
peran laki-laki dan perempuan, kondisi laki-
laki dan perempuan, kebutuhan laki-laki 
dan perempuan serta permasalahan perem-
puan dan laki-laki. Dengan demikian PPRG 
akan mendiagnosa dan memberikan jawa-
ban yang lebih tepat untuk memenuhi kebu-
tuhan perempuan dan laki-laki dalam pene-
tapan program/kegiatan dan penganggaran, 
menetapkan affirmative action apa yang 
perlu dilakukan untuk mengatasi kesenjan-
gan gender, dan siapa yang sebaiknya dija-
dikan tanggaran responsif genderet sasaran 
dari sebuah program/kegiatan, kapan dan 
bagaimana program/kegiatan akan dilaku-
kan. (b) Mengurangi kesenjangan tingkat 
penerima manfaat pembangunan. Dengan 
menerapkan analisis situasi/analisis gen-
der dalam perencanaan dan penganggaran 
pembangunan, maka kesenjangan gender 
yang terjadi pada tingkat penerima manfaat 
pembangunan dapat diminimalisir. Analisis 
situasi/analisis gender akan dapat mengi-
dentifi kasikan adanya perbedaan perma-
salahan dan kebutuhan antara perempuan 
dan laki-laki, dan dapat membantu para 
perencana maupun pelaksana untuk men-
emukan solusi yang tepat untuk menjawab 
permasalahan dan kebutuhan yang berbeda 
tersebut.

Kebutuhan terhadap anggaran respon-
sif gender sangat diperlukan sehingga di jadi-
kan acuan  dalam penyusunan petunjuk pe-
nyusunan dan penelaahan RKA tahun ang-
garan 2010. Berdasarakan PMK Nomor 119/
PMK 02/2009 pertimbangan akan penting-
nya hal tersebut antara lain meningkatkan 
kualitas perencanaan penganggaran dan 
mengimplementasikan komitmen pemerin-
tah terhadap kesepakatan global. Sementara 
pentingnya dalam kerangka Millinium Devel-
opment Goals (MDG’s) yakni untuk menyem-
purnakan/memantapkan penerapan refor-
masi penganggaran sesuai amanat UU No. 
17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 
dan mengakomodir permasalahan-permasa-
lahan yang muncul dalam pelaksanaan.

Tujuan dibuatnya aturan tersebut 
adalah : (1) sebagai pedoman  dalam menyu-
sun rencana kerja anggaran sesuai dengan 
pagu yang telah ditetapkan oleh menteri 
keuangan, dan (2) sebagai pedoman bagi di-

rektorat jenderal anggaran melakukan tugas 
penelaahan. Kedua tujuan tersebut diharap-
kan dapat mewujudkan pengelolaan keuan-
gan negara yang tertib, taat pada peraturan 
perundang-undangan, efisien, ekonomis, 
efektif, transparan dan bertanggung jawab 
dengan memperhatikan rasa keadilan dan 
kepatutan.

Penyusunan anggaran responsif gen-
der. Penyusunan anggaran yang responsif 
gender harus  menjawab secara adil kebu-
tuhan setiap wanggaran responsif gender 
negara dari berbagai kelompok yang ber-
beda, baik laki-laki maupun perempuan (ke-
adilan dan kesetaraan gender). Tetapi bukan 
menyusun anggaran dengan jumlah tertentu 
untuk pengarusutamaan gender, tapi lebih 
luas lagi, bagaimana anggaran keseluruhan 
dapat memberikan manfaat yang adil untuk 
laki-laki dan perempuan.

Anggapan yang salah tentang anggran 
responsif gender sering terjadi di pemerin-
tahan, seperti anggaran responsif gender 
merupakan anggaran terpisah antara laki-
laki dan perempuan, dasar yang valid untuk 
meminta tambahan alokasi anggaran, pro-
gram khusus pemberdayaan perempuan. Hal 
tersebut adalah salah pengertian akan adan-
ya anggaran responsif gender. Berdasarkan 
aturan PMK Nomor 119/PMK 02/2009 me-
kanisme anggaran responsif gender dalam 
RKA harus memuat  upaya perwujudan ke-
setaraan gender dengan menyiapkan hal-hal 
sebagai  berikut yakni Gender Budget State-
ment (GBS) dan kerangka acuan.

GBS adalah alat untuk menelaah se-
berapa jauh suatu program telah responsif 
terhadap isu gender yang ada, dan apakah 
dana yang memadai telah dialokasikan pada 
program tersebut untuk menangani perma-
salahan gender tersebut. GBS merupakan 
bagian dari kerangka acuan kegiatan/TOR 
hanya untuk kegiatan yang berhubungan 
dengan anggaran responsif gender. GBS dis-
usun dengan mengikuti format yang berlaku.

Kerangka Acuan, bagi kegiatan yang 
telah dibuat GBS-nya, maka Kerangka Acu-
an dari subkegiatan yang telah diidentifikasi 
dan relevan dengan upaya mewujudkan ke-
setaraan gender mencakup grup-grup akun 
yang telah diuraikan pada GBS tersebut.

Sebelum menyiapkan GBS maka ter-
lebih dahulu melakukan  Gender Analysis 
Pathway (GAP) yang merupakan salah satu 
alat analisis gender. GAP didasarkan pada 
sebuah kebijakan/program/kegiatan yang 
sudah ada, atau dokumen kebijakan/pro-
gram/kegiatan yang akan disusun. 
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Komitmen dan kebijakan. Unit yang 
dianalisis adalah tujuh dinas yaitu pendidi-
kan, kesehatan, pertanian, pekerjaan umum, 
badan keuangan daerah, bapeda dan badan 
pemberdayaan perempuan/ keluarga beren-
cana. Tujuh dinas tersebut berasal dari 5 (li-
ma) kabupaten yaitu Aceh Besar, Pidie, Pidie 
Jaya, Bireun dan Aceh Utara. Untuk dinas 
pendidikan dari 5 (lima) kabupaten terse-
but hanya satu kabupaten yang mengeta-
hui tentang adanya peraturan perundangan 
tentang pelaksanaan Perencanaan Pengang-
garan Responsif Gender (PPRG) yaitu dalam 
bentuk Keputusan Bupati.  Sedangkan 2 
(dua) kabupaten lainnya tidak  mengetahui 
adanya peraturan tersebut dan 2 (dua) ka-
bupaten lainya tidak bersedia untuk mengisi 
kuesioner.

Hanya Dinas Kesehatan dari 2 (dua) 
kabupaten yang bersedia mengisi kuesioner 
sedangkan 3 (tiga) kabupaten tidak bersedia 
mengisi kuesioner. Dari 2 (dua) kabupaten 
yang bersedia memberikan data 1 (satu) 
mengetahui tentang adanya peraturan ten-
tang PPRG ditingkat provinsi,  sedangkan 
1 (satu) kabupaten lagi mengatakan tidak 
ada peraturan tentang PPRG baik ditingkat 
provinsi maupun kabupaten/kota. 

 Untuk Dinas pertanian,  hanya 4 (em-
pat) dari 5 (lima) kabupaten yang bersedia 
memberikan informasi peraturan tentang 
PPRG.  Keempat kabupaten tersebut tidak 
mengetahui tentang keberadaan peraturan 
PPRG yang sudah dikeluarkan oleh guber-
nur. Sedangkan satu kabupaten tidak ber-
sedia mengisi kuesioner.

Untuk dinas pekerjaan umum, hany 3 
(tiga) dari 5 (lima) kabupaten yang bersedia 
mengisi kuesioner.  Dari 3 (tiga) kabupaten 
yang mengetahui peraturan tentang PPRG 
hanya 1 (satu) kabupaten, sedangkan 2 
(dua) kabupaten lainnya tidak mengetahui 
tentang peraturan tersebut.  Dinas keuan-
gan daerah yang  mengetahui peraturan ten-
tang PPRG hanya 2 (dua) kabupaten, satu 
tidak mengetahui dan 2 (dua) lainnya tidak 
bersedia mengisi kuesioner.

Untuk Dinas keuangan daerah, ada  2 
(dua) kabupaten yang menyatakan ada per-
taturan tentang PPRG, 1 (satu) kabupaten 
menyatakan tidak ada peraturan tersebut 
dan 2 (dua) kabupaten tidak bersedia men-
gisi kuesioner. Peraturan tersebut disosia-
lisasikan kepada eksekutif dan legislative 
melalui forum sosialisasi.

Bapeda yang mengetahui peraturan 
tentang PPRG hanya 3 (tiga) kabupaten  se-

dangkan 2 (dua) kabupaten lainnya tidak 
mengetahu tentang peraturan tersebut.  
Badan pemberdayaan perempuan yang ada 
di 5 (lima) kabupaten tujuan penelitian han-
ya satu yang tidak mengetahui tentang per-
aturan PPRG.

Secara keseluruhan komitment ter-
hadap peraturan PPRG 7 (tujuh) dinas dari 
5 (lima) kabupaten yang mengetahui per-
aturan tentang PPRG yang dikeluarkan oleh 
gubernur 28,57 persen, sedangkan 42,86 
persen tidak mengetahui tentang peraturan 
tersebut, sedangkan sisanya 28,57 persen 
tidak bersedia mengisi kuesioner.

Berdasarkan persentase tersebut dapat 
disimpulkan bahwa untuk indikator PPRG 
tentang komitmen terhadap peraturan  ma-
sih sangat lemah. Peraturan tentang PPRG 
sudah ada ditingkat provinsi yang dike-
luarkan oleh gubernur yaitu dalam bentuk 
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 
2014 Tanggal 13 Mei 2014 tentang Pedoman 
Pelaksanaan dan Penganggaran Responsif 
Gender Pada Satuan Kerja Perangkat Aceh. 
Hal ini menandakan bahwa belum adanya 
kesadaran akan pentingya PPRG, yang di-
tandai dengan 42,86 persen mengatakan ti-
dak ada peraturan tentang PPRG.

Kelembagaan. Kelembagaan ditinjau 
yang pertama dari segi keberadaaan kelom-
pok kerja Pengarustamaan Gender (PUG) 
dikabupaten yang bersangkutan, dimana 
berdasarkan peraturan  Bapeda sebagai 
ketua kelompok kerja PUG.  Kedua, ditinjau 
dari segi rencana kerja tahunan kelompok 
kerja PUG.  Ketiga dari segi laporan kelom-
pok kerja PUG.

Dinas pendidikan di 5 (lima) kabupaten 
yang merupakan sasaran penelitian , yang 
mengatakan adanya kelompok kerja PUG 
hanya satu kabupaten, sedangkan 2 (dua) 
kabupaten menyatakan tidak ada kelompok 
kerja PUG dan 2 (dua) kabupaten lainnya 
tidak bersedia mengisi kuesioner. Dari satu 
kabupaten yang sudah ada kelompok kerja 
PUG tetapi belum ada tim tehnis untuk Ang-
garan Responsif Gender (ARG). Kelompok 
kerja PUG sudah melakukan pertemuan, 
namun untuk rencana tahunan dan lapo-
ran kelompok kerja PUG tidak ada informasi 
yang diberikan. 

Dari 5 (lima) kabupaten untuk di-
nas kesehatan  hanya 2 (dua) kabupaten 
yang bersedia  mengisi kuesioner dan me-
nyatakan tidak ada kelompok kerja PUG dan 
3 (tiga) kabupaten lainnya tidak bersedia 
memberikan informasi atau tidak bersedia 
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mengisi kuesioner. Alasan mereka men-
gatakan bahwa tidak ada kelompok kerja 
PUG adalah  belum adanya sosialisasi yang 
tertata dengan baik tentang gender dan be-
lum ada  koordinasi antar lintas sektor serta 
dinas kesehatan tidak pernah dilibatkan.

Dinas pertanian dari 5 (lima) kabupat-
en, 3 (tiga) kabupaten menyatakan tidak ada 
kelompok kerja PUG dan satu kabupaten ti-
dak bersedia mengisi kuesioner. Hanya satu 
kabupaten yang menyatakan ada kelompok 
kerja PUG, dengan anggota kelompok semua 
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK). 
Tetapi tidak pernah ada pertemuan dan ti-
dak ada rencna kerja tahunan serta tidak 
ada laporan  kelompok kerja PUG. Walau-
pun sudah ada kelompok kerja PUG tetapi 
belum mempunyai tim tehnis ARG.

Dinas pekerjaan umum, yang me-
nyatakan sudah ada kelompok kerja PUG 
hanya satu kabupaten. Dasar pembentukan 
kelompok kerja tersebut adalah keputusan 
bupati. Bapeda sebagai ketua kelompok ker-
ja PUG, tetapi belum ada rencana tahunan 
dan juga belum ada laporan kelompok kerja 
PUG. Tim tehnis ARG juga belum terbentk.  
Sedang 2 (dua) kabupaten menyatakan tidak 
ada kelompok kerja PUG dan  2 (dua) kabu-
paten lagi tidak bersedia mengisi kuesioner.

3 (tiga) kabupaten menyatakan Di-
nas keuangan daerah sudah ada kelompok 
kerja  sedangkan 2 (dua) kabupaten lain-
nya tidak bersedia mengisi kuesioner. Dasar 
pembentukan kelompok kerja PUG adalah 
keputusan bupati dengan anggota kelompok 
kerja berasal dari bapeda, keuangan daerah, 
badan permberdayaan perempuan, bawasda 
dan bapeda  sebagai ketua kelompok kerja 
PUG. Pertemuan kelompok kerja tersebut 
diadakan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Un-
tuk tim tehnis ARG belum terbentuk dengan 
alas an masih dalam prose. Rencana tahu-
nan dan laporan kelompok kerja PUG belum 
dilakukan.

Dari 5 (lima) kabupaten, 4 (empat) ka-
bupaten menyatakan ada kelompok kerja 
PUG di daerahnya sedangkan 1 (satu) ka-
bupaten lainnya menyatakan tidak ada ke-
lompok kerja PUG. Dasar pembentukan ke-
lompok kerja adalah keputusan bupati dan 
ketua kelompoknya adalah bapeda sendiri 
serta anggota kelompok adalah seluruh SK-
PK. Pertemuan yang dilakukan dalam satu 
tahun  sebanyak 4 (empat) kali. Tim tehnis 
ARG juga belum terbentuk.  Dari 4 (empat) 
kabupaten yang membuat rencana kerja ta-
hunan dan laporan kelompok kerja hanya 
satu kabupaten.

Badan pemberdayaan perempuan2 
(dua) kabupaten menyatakan tidak ada ke-
lompok kerja PUG, sedangkan 3 (tiga) kabu-
paten lainnya menyatakan sudah ada ke-
lompok kerja PUG. Dasar pembentukan ke-
lompok kerja adalah keputusan bupati dan 
ketua kelompok adalah bapeda sendiri serta 
anggota kelompok adalah seluruh SKPK. 
Ada pertemuan yang dilakukan satu tahun 
sekali dan ada yang 4 (empat) kali dalam 
satu tahun. Tim tehnis ARG masih dalam 
proses.  Rencana kerja tahunan dan laporan 
kelompok kerja belum dilaksanakan.

Apabila dilihat dari persentase yang 
menyatakan ada kelompok kerja PUG 40 
persen, yang mengatakan tidak ada kelom-
pok kerja PUG sebesar 42,86 persen dan 
sisanya 17,14 persen tidak mau memberi-
kan informasi. Sementara itu kelompok 
yang melakukan rencana tahunan kelompok 
kerja sebanyak  11,43 persen, yang tidak 
melaksanakan rencana tahunan kelompok 
kerja 48,57 persen dan sisanya sebesar 40 
persen tidak bersedia mengisi kuesioner. 
Persentase tentang laporan yang dibuat oleh 
kelompok kerja adalah 2,86 persen, yang ti-
dak membuat laporan kelompok kerja 51,43 
persen serta 45,71persen tidak bersedia 
mengisi kuesioner. Berdasarkan persentase 
tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk 
indikator PPRG tentang kelembagaan masih 
hanya sekedar membentuk kelompok kerja 
PUG saja tetapi untuk rencana dan laporan 
kelompok kerja sangat minim sekali.

Sumber daya manusia dan sumber 
daya anggaran. Indikator sumberdaya ma-
nusia yang sudah mengikuti pelatihan (ca-
pacity building) PUG/PPRG di dinas pendi-
dikan hanya 2 (dua) kabupaten, satu kabu-
paten tidak pernah mengikuti dan 2 (dua) 
kabupaten lagi tidak bersedia mengisi kue-
sioner. Tidak ada informasi mengenai lem-
baga yang memfasilitasi kegiatan capacity 
building PUG/PPRG. Sumberdaya manusia 
yang sudah mengikuti Training of Trainer 
(TOT) fasilitator PUG/PPRG tidak tersedia. 
Tidak ada alokasi anggaran untuk kegiatan 
capacity building dan  Training of Trainer 
(TOT) fasilitator PUG/PPRG.

Pada Dinas kesehatan, tidak ada sum-
berdaya manusia yang mengikuti pelatihan 
(capacity building) PUG/PPRG dan tidak 
ada juga yang mengikuti Training of Trainer 
(TOT) fasilitator PUG/PPRG. Begitu juga alo-
kasi anggaran untuk kegiatan tersebut tidak 
dialokasikan, dengan alasan belum adanya 
koordinasi untuk hal tersebut. Sementara itu 
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pada Dinas pertanian hanya satu kabupaten 
yang bahwa tersedia sumberdaya manusia 
yang sudah mengikuti pelatihan (capacity 
building) PUG/PPRG. Tetapi belum ada yang 
mengikuti Training of Trainer (TOT) fasilita-
tor PUG/PPRG. Tidak ada informasi men-
genai lembaga yang memfasilitasi pelatihan 
(capacity building) dan TOT fasilitator PUG/
PPRG. Tidak ada alokasi anggaran untuk so-
sialisasi dan Capacity Building (Peningkatan 
Kapasitas) SDM tentang PUG/PPRG.  Sedan-
gkan 3 (tiga) kabupaten lainnya memberikan 
informasi tidak ada tetapi tidak ada alas an 
kenapa tidak ada. Satu kabupaten tidak ber-
sedia mengisi kuesioner.

Dinas pekerjaan umum dari 5 (lima) 
kabupaten, ada 2 (dua) kabupaten yang ti-
dak bersedia mengisi kuesioner, satu kabu-
paten menjawab tidak mengetahui tentang 
informasi yang dibutuhkan. Hanya 2 (dua) 
kabupaten yang menyatakan bahwa di di-
nas pekerjaan umum sudah tersedia sum-
berdaya manusia yang sudah mengikuti 
pelatihan (capacity building) PUG/PPRG dan 
mengikuti Training of Trainer (TOT) fasilitator 
PUG/PPRG. Lembaga yang memfasilitasi ke-
giatan tersebut adalah badan pemberdayaan 
perempuan  provinsi. Hanya satu kabupaten 
yang sudah mengalokasikan dana untuk so-
sialisasi dan Capacity Building (Peningkatan 
Kapasitas) SDM tentang PUG/PPRG.

Dinas keuangan daerah, sumberdaya 
manusia di dinas keuangan daerah yang su-
dah mengikuti pelatihan (capacity building) 
PUG/PPRG dan mengikuti Training of Trainer 
(TOT) fasilitator PUG/PPRG ada 3 (t iga) ka-
bupaten sedangkan 2 (dua) kabupaten lain-
nya tidak bersedia mengisi kuesioner. Lem-
baga yang menfasilitasi kegiatan tersebut 
adalah dari pemerintah pusat, badan pem-
berdayaan perempuan, LSM Logika dan Uni-
cef. Alokasi anggaran untuk sosialisasi dan 
Capacity Building (Peningkatan Kapasitas) 
SDM tentang PUG/PPRG satu kabupaten 
saja yang mengalokasikannya. Sedangkan 
2 (dua) kabupaten lainnya tidak mengaloka-
sikannya walaupun sudah ada sumberdaya 
manusia yang sudah mengikuti  (capacity 
building) PUG/PPRG dan mengikuti Training 
of Trainer (TOT) fasilitator PUG/PPRG.

Sumberdaya manusia Bapeda yang su-
dah mengikuti pelatihan (capacity building) 
PUG/PPRG dan mengikuti Training of Train-
er (TOT) fasilitator PUG/PPRG ada di 3 (tiga) 
kabupaten, satu kabupaten menyatakan ti-
dak tersedia sumberdaya manusia yang su-
dah mengikuti pelatihan (capacity building) 

PUG/PPRG dan mengikuti Training of Train-
er (TOT) fasilitator PUG/PPRG. Sedangkan 
satu kabupaten lainnya tidak bersedia men-
gisi kuesioner. Lembaga yang memfasilitasi 
kegiatan tersebut adalah pemerintah pusat, 
badan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, 
badan pemberdayaan perempuan provinsi 
dan kabupaten. Hanya satu kabupaten yang 
mengalokasikan anggaran untuk sosialisasi 
dan Capacity Building (Peningkatan Kapasi-
tas) SDM tentang PUG/PPRG, yaitu sebesar 
Rp 392.500.000. Sedangkan 2 (dua) kabu-
paten lainnya tidak mengalokasikannya 
walaupun sudah ada sumberdaya manusia 
yang sudah mengikuti  (capacity building) 
PUG/PPRG dan mengikuti Training of Train-
er (TOT) fasilitator PUG/PPRG.

Sumberdaya manusia pada  Badan 
pemberdayaan perempuan di 5 (lima) kabu-
paten semuanya sudah mengikuti pelatihan 
(capacity building) PUG/PPRG dan mengiku-
ti Training of Trainer (TOT) fasilitator PUG/
PPRG. Kegiatan tersebut difasilitasi oleh 
pemerintah pusat, badan rehabilitasi dan 
rekonstruksi Aceh, badan pemberdayaan 
provinsi dan LSM Logika. Hanya satu kabu-
paten yang mengalokasikan anggaran untuk 
sosialisasi dan Capacity Building (Pening-
katan Kapasitas) SDM tentang PUG/PPRG, 
yaitu sebesar Rp195.392.500. Sedangkan 4 
(empat) kabupaten lainnya tidak mengaloka-
sikannya walaupun sudah ada sumberdaya 
manusia yang sudah mengikuti  capacity 
building PUG/PPRG dan mengikuti Training 
of Trainer (TOT) fasilitator PUG/PPRG.

Persentase  ketersediaan  sumberdaya 
manusia yang sudah mengikuti capacity 
building PUG/PPRG hanya sebesar 40%, se-
dangkan 31,43% tidak tersedia sumberdaya 
manusia yang sudah mengikuti capacity 
building PUG/PPRG sedangkan 28,57% ti-
dak bersedia mengisi kuesioner. Untuk 
sumberdaya manusia yang sudah mengikuti 
Training of Trainer (TOT) fasilitator PUG/
PPRG hanya sebesar 25,71%, sementara 
yang belum mengikuti sebesar 34,29%, serta 
37,14% tidak mau memberikan informasi. 
Yang sudah mengalokasikan dana untuk 
capacity building PUG/PPRG dan Training 
of Trainer (TOT) fasilitator PUG/PPRG hanya 
11,43%  sedangkan 60 % tidak mengalokasi-
kan anggaran untuk kegiatan tersebut.

Berdasarkan persentase tersebut dapat 
disimpulkan bahwa masih sangat kurang 
ketersediaan sumberdaya manusia yang su-
dah mengikuti capacity building PUG/PPRG 
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dan Training of Trainer (TOT) fasilitator PUG/
PPRG. Dan tidak dialokasikan anggaran un-
tuk kegiatan tersebut. Belum ada Gender 
Budget Statement (GBS) sebagai perwujudan 
ARG di 5 (lima) kabupaten yang menjadi sa-
saran penelitian.

Profil gender dan data terpilah. Di-
nas pendidikan dari 5 (lima) kabupaten 
yang diteliti, 2 (dua) kabupaten tidak berse-
dia mengisi kuesioner, satu kabupaten me-
nyatakan tidak mempunyai statistik gender, 
profil gender dan data terpilah.  Sedangkan 2 
(dua) kabupaten lainnya mempunyai statis-
tik gender, profil gender dan data terpilah. 
Dinas kesehatan  keseluruhan kabupaten 
menyatakan tidak mempunyai statistik gen-
der, profil gender dan data terpilah.  Begitu 
juga dengan Dinas pertanian tidak ada satu 
kabupaten pun yang mempunyai gender, 
profil gender dan data terpilah. 

Dinas pekerjaan umum dari 5 (lima) 
kabupaten yang ditelit hanyai 3 (tiga) kabu-
paten tidak bersedia mengisi kuesioner, 2 
(dua)  kabupaten lainnya mempunyai statis-
tik gender, profil gender dan data terpilah.  
Untuk  statistik gender, profil gender dan 
data terpilah pada Dinas keuangan daerah 
di 5 (lima) kabupaten hanya 2 (dua) kabu-
paten yang mempunyai statistik gender, pro-
fil gender dan data terpilah. Satu kabupaten 
tidak mempunyai data tersebut dan 2 (dua) 
kabupaten lainya tidak bersedia mengisi 
kuesioner.

Bapeda satu dari 5 (lima) kabupaten 
tidak bersedia mengisi kuesioner, 3 (tiga) ka-
bupaten tidak mempunyai statistik gender, 
profil gender dan data terpilah dan hanya sa-
tu kabupaten yang mempunyai statistik gen-
der, profil gender dan data terpilah.  Badan 
pemberdayaan perempuan dari 2 (dua) ka-
bupaten mempunyai statistik gender, profil 
gender dan data terpilah sedangkan 3 (tiga) 
kabupaten lainnya tidak mempunyai statis-
tik gender, profil gender dan data terpilah.

Apabila dilihat dari persentase maka 
yang sudah mempunyai data terpilah adalah 
sebesar 28,57% dan 42,86% tidak ada data 
terpilah. Berdasarkan persentase tersebut 
dapat disimpulkan bahwa untuk indikator 
PPRG tentang profil gender dan data terpilah  
masih kurang dan perlu diwajibkan mem-
buat data terpilah untuk informasi dalam 
menyusun program.

Partisipasi Masyarakat Dinas pendidi-
kan kabupaten mengikutsertakan Lembaga 
Masyarakat dalam proses PPRG. Ada 2 (dua) 
kabupaten dan satu kabupaten tidak mengi-

kut-sertakan Lembaga Masyarakat dalam 
proses PPRG, sedangkan 2 (dua) kabupaten 
lainnya tidak bersedia  mengisi kuesioner. 
Keikutsertaan Lembaga Masyarakat dalam 
proses PPRG adalah pada tingkat identifikasi 
tingkat masalah/isue gender  dan pelaksa-
naan program /kegiatan . Lembaga yang dii-
kutsertakan adalah seperti kelompok perem-
puan, LSM dan organisasi masyarakat. 

Untuk Dinas kesehatan,hanya satu 
kabupaten yang mengikut-sertakan Lem-
baga Masyarakat dalam proses PPRG serta 4 
(empat ) kabupaten lainnya tidak mengikut-
sertakan Lembaga Masyarakat dalam proses 
PPRG. Keikutsertaan Lembaga Masyarakat 
dalam proses PPRG adalah pada tingkat 
identifikasi tingkat masalah/isue gender . 
Lembaga yang diikutsertakan adalah LSM.

Dinas pertanian 3 (tiga) kabupaten tidak 
bersedia mengisi kuesioner dan 2 kabupaten 
menyatakan tidak mengikut-sertakan Lem-
baga Masyarakat dalam proses PPRG den-
gan alasan tidak tahu tentang hal tersebut.  
Dinas pekerjaan umum, 3 (tiga) kabupaten 
tidak bersedia mengisi kuesioner sedangkan 
2 (dua) kabupaten lainnya menyatakan tidak 
mengikut-sertakan Lembaga Masyarakat 
dalam proses PPRG. Keikutsertaan Lembaga 
Masyarakat dalam proses PPRG adalah pada 
tingkat identifkasi masalah/isue gender, 
perencanaan  dan penganggaran program/
kegiatan dan lembaga yang diikutsertakan 
adalah kelompok perempuan.

Dinas keuangan daerah 2 (dua) ka-
bupaten menyatakan tidak bersedia men-
gisi kuesioner dan 3 (tiga) kabupaten tidak 
mengikutsertakan Lembaga masyarakat 
dalam proses PPRG. Keikutsertaan Lembaga 
Masyarakat dalam proses PPRG adalah pada 
tingkat musrenbang, identifkasi masalah/
isue gender, perencanaan  dan pengang-
garan program/kegiatan, pelaksanaan keg-
iatan, serta monev program. Lembaga yang 
diikutsertakan adalah perguruan tinggi, 
LSM, organisasi masyarakat, dan kelompok 
perempuan.

Hanya Bapeda 2 (dua) kabupaten yang 
mengikutsertakan Lembaga masyarakat 
dalam proses PPRG, satu tidak   mengikut-
sertakan Lembaga masyarakat dalam proses 
PPRG dan 2 (dua) kabupaten lainnya tidak 
memberikan informasi.   Keikutsertaan Lem-
baga Masyarakat dalam proses PPRG adalah 
pada tingkat identifkasi masalah/isue gen-
der, perencanaan  dan penganggaran pro-
gram/kegiatan, pelaksanaan kegiatan. Lem-
baga yang diikutsertakan adalah perguruan 
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tinggi, LSM, organisasi masyarakat, dan ke-
lompok perempuan

Badan pemberdayaan perempuan 3 
(tiga) kabupaten menyatakan tidak bersedia 
mengisi kuesioner dan 2 (dua) kabupaten 
tidak mengikut-sertakan Lembaga ma-
syarakat dalam proses PPRG. Keikutsertaan 
Lembaga Masyarakat dalam proses PPRG 
adalah pada tingkat musrenbang, identifka-
si masalah/isu gender, perencanaan  dan 
penganggaran program/kegiatan, pelaksa-
naan kegiatan, serta monev program. Lem-
baga yang diikutsertakan adalah perguruan 
tinggi, LSM, organisasi masyarakat, dan ke-
lompok perempuan.

Apabila dilihat dari persentasenya ma-
ka 37,14% sudah mengikutsertakan lemba-
ga masyarakat dalam proses PPRG,  37,14% 
tidak mengikutsertakan lembaga masyara-
kat dalam proses PPRG dan 37,14% tidak 
bersedia memberikan informasi.

Berdasarkan persentase tersebut dapat 
disimpulkan bahwa untuk indikator PPRG 
tentang partisipasi masyarakat  masih 
kurang diikutsertakan dalam proses PPRG.

SIMPULAN
Komitmen terhadap peraturan  masih 

sangat lemah.  Hal ini menandakan  bahwa 
belum adanya kesadaran akan pentingya 
PPRG, Padahal peraturan tentang PPRG su-
dah ada ditingkat provinsi yang dikeluarkan 
oleh gubernur yaitu dalam bentuk Peraturan 
Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tang-
gal 13 Mei 2014 tentang Pedoman Pelaksa-
naan dan Penganggaran Responsif Gender 
Pada Satuan Kerja Perangkat Aceh. Kedua, 
kelembagaan masih hanya sekedar memben-
tuk kelompok kerja PUG saja tetapi untuk 
rencana dan laporan kelompok kerja sangat 
minim sekali. Ketiga, masih sangat kurang 
ketersediaan sumberdaya manusia yang su-
dah mengikuti capacity building PUG/PPRG 
dan Training of Trainer (TOT) fasilitator PUG/
PPRG. Dan tidak dialokasikan anggaran un-
tuk kegiatan tersebut. Belum ada Gender 
Budget Statement (GBS) sebagai perwujudan 
ARG di 5 (lima) kabupaten yang menjadi 
sasaran penelitian. Keempat, profil gender 
dan data terpilah  masih sangat kurang dan 
perlu diwajibkan membuat data terpilah se-
bagai informasi dalam menyusun program. 
Kelima, partisipasi masyarakat  untuk masih 
kurang diikutsertakan dalam proses PPRG.

Berdasarkan hasil penelitian dan pem-
bahasan, maka peneliti memberikan be-
berapa saran agar pemerintah daerah agar 

(1) melakukan sosialisasi peraturan tentang 
PPRG sudah ada ditingkat provinsi yang 
dikeluarkan oleh gubernur yaitu dalam 
bentuk Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 
Tahun 2014 Tanggal 13 Mei 2014 tentang 
Pedoman Pelaksanaan dan Penganggaran 
Responsif Gender Pada Satuan Kerja Per-
angkat Aceh, (2) memotivasi kelompok kerja 
PUG yang sudah terbentuk agar menyusun 
rencana kerja tahunan dan membuat lapo-
ran kelompok kerja PUG, (3) Memberikan 
capacity building PUG/PPRG dan Training 
of Trainer (TOT) fasilitator PUG/PPRG, (4) 
Wajib menyediakan Profil gender dan data 
terpilah  sebagai informasi dalam menyu-
sun program, (5) Melibatkan Partisipasi ma-
syarakat  dalam proses PPRG.

DAFTAR RUJUKAN
Atmawikkarta, A. 2010. Pedoman Rencana 

Aksi Daerah Percepatan Pencapaian 
Target Millenium Development Goals. 
Bogor : Pertemuan Regional

Budlender, D. et al. 2002. Gender Budgets 
Make Cents (Understanding Gender Re-
sponsive Budgets). Commonwealth Sec-
retariat.Dwiy. London

Eko, B. S. 2006. “Mengintip Perspektif Gen-
der dalam Dokumen APBD.” Jurnal 
Perempuan, Vol. 46, hlm 66-67. Yayas-
an Jurnal Perempuan. Jakarta.

Herawati. 2013. Pengarustamaan Gen-
der Dalam Kebijakan Pembagunan. 
http://www.komnasperempuan.
or.id/2013/11 diunduh pada tanggal 
21 Mei 2015.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak. 2010. Buku Pedo-
man Perencanaan dan Penganggaran 
Responsif Gender Generik (PPRG). KPP 
dan PA. Jakarta

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak. 2010. Pedoman  
Tehnis Perencanaan dan Penganggaran 
Gender Bagi Daerah. KPP dan PA. Ja-
karta.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak. 2010. Kondi-
si Perempuan dan Anak Di Indonesia 
2010. KPP dan PA. Jakarta

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak dan Unifem. 2010. 
Pedoman Perencanaan dan Pengangga-
ran Responsif Gender Generik. Jakarta

Maya Rostanty dan Susana Dewi R. 2006. 
Perempuan dan Anggaran Daerah. Ju-



492    Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 6, Nomor 3, Desember 2015, Hlm. 481-492

rnal Perempuan, Vol. 46, hlm 36-37. 
Yayasan Jurnal Perempuan. Jakarta.

Republik Indonesia. Instruksi Presiden No-
mor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusta-
maan Gender Dalam Pembangunan Na-
sional

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Neg-
ara

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 
25 Tahun 2004 tentang sistem Perenca-
naan Pembangunan Nasional

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah 
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelo-
laan Keuangan Daerah

Republik Indonesia. Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Republik Indonesia. Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 
tentang Perubahan atas peraturan Mne-
teri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuan-
gan Daerah

Republik Indonesia. Permendagri Nomor 15 
Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksa-
naan PUG di daerah

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah  
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Taha-
pan, Tatacara penyusunan Pengendal-
ian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah

Republik Indonesia. PMK Nomor 119 / PMK 
02 / 2009.Tentang Petunjuk Penyusu-
nan Dan Penelaahan RKA-KL dan Peny-
usunan, Penelaahan, Pengesahan dan 
Pelaksanaan DIPA 2010.

Republik Indonesia. Peraturan Presiden No-
mor 9 tahun 2009 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasi-
onal (RPJMN) 2010-2014

Republik Indonesia. Inpres Nomor 3 Ta-
hun 2010 Tentang Pembangunan Yang 
Berkeadilan.

Republik Indonesia. PMK Nomor 104 / PMK 
02 / 2010.Tentang Petunjuk Penyusu-
nan Dan Penelaahan RKA-KL Tahun 
Anggaran 2010

Republik Indonesia. Peraturan menteri 
Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemer-
intah Nomor 8 tahun 2008 tentang 
Tahapan Tatacara Penyusunan, Pen-
gendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah

Sekaran, U. 2006. Research Methods For 
Business. John Wiley and Sons Inc. 
USA.

Slamet. 2006. Metode Penelitian Sosial. Se-
belas Maret University Press. Solo

Suyanto, B. 2005. Metode Penelitian Sosial: 
Berbagai Alternatif Pendekatan. Prena-
da Media. Jakarta.


